
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2OO9 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPhTEN KERINCI
NOllilOR l0 TAHUN 2009

TEITTANG

RETRIBUSI PEIAYANATI KESEHATAN

DI ITBORATORIUM KESEHATAT{ DAERAH

DEI{GAN R'.!II!A.T TUI{AH YAHG ITAHA- ES.A

BUPATI KERI}ICI,

Menimbang ;

a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan seclr.l
opilmal kepada mas;arakat dan peningkatan derajat k-e#latan
masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan faiiiias
pelayanan kesehatan, membina dan mengawasi pelayanan

kesehatan;

e,. bahwa penyelengganan laboratorium kesehatan sebagai

bagian integral dari pelayanan kesehatan har'':s

diielenggarakan se6n bermuht, merata dan terjangkau
sangat-diperlukan unfuk mendukung pelayanan laborabrium

kesehatan Yang baik;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan @a huruf a, dan hunf 0'
perlu membentuk Peraturan Drer'ah tenbng Retibusi
betayanan Kesehatan di laboratoriurn Kesehabn Daerah'

td Hioprm Pcda Jilir I @ Ard ln(-mm 26



Mengingat :

1. Undang-Undang ,Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Noriior 2l Tahun 1957 tentang
pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
pembenftkan Daeah SwatanFa Tingkat II Dalam Ungkungan
Daerah Swatanba Tingkat I Sumatera Tengah sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Rqublik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 1643);

!2. Undang:undang Nomo,r 6 Tahun 1.963 tentang Tenaga
Kesehatan (lembann Negar:a Republik Indsresia bhun 1963
Nonnor 79, Tambahan Lembai-an Negara Republik indonsia
Nomor 2576);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehabn
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.gomor 395);

L4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negar:a Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indorresia Nomor 3695)
sebagaimana teiah ciiubah dengan Undang-Undarrg tlomcr.34
Tahun 2000 tentang Perubahan Abs Undang-Undang Noirror 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reu'lbusi Daerah
(Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Tahun 2000 Nomoi Z4G,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomordlas);

15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2ffi4 tentang Pembenh.rkan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan temb:nn Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20{}4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lennbaran I'legara Republik Indoneia Tahun 2@4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Ncmor +437) sebagaimana telah beberapa Pali diubah terak$lr
dengan Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2006 tentang
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I,

perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

i*arg pemerintahan Daerah (Lernbann Negare Repubiil:

f,Oon&iu Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

It"g"- Republik Indonesia Nomor a8FF.);

undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

i*"*|3,, antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Gu.i Repubtik Incionesia Tahun 2084 Nomor L26, Tambahan

l"iUt-n Negara Republik Indonesia Nomor c438);

perahrran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi

G"-tt (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 1i9, Tambahan Lembarcn Negara Republik Indonesia

ilbrnor af9);
Feratr:ran Pemerintah lJcnnor 38 Tahun 2W7 tentang

Fembagian urusan Pemerintaiun Antara 
_ 
Pemerintah,

penrerintanan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

l(drpaten/Koia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

}ff, Nomor 82, Tambahan Lembaran \Negara Repubiik

lrdonesia Nomor 4737);

peratr-lran Daerah Ncmor 12 Tahun 2007 tenfang Produk

i{ukun Daemh (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun

2ffi7 Nornor 12, Tambahan Lembaran Daerah - lGbupaten

Kednci Nomor 6);

Peratrrran Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

brgelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten

Keri;d Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah

lGbupaten Kerinci llcmor 8) sebagaimana telah diubah dengan

krafi,rran Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tenbng Pentbahan

,alas Perahrran Daerah Nomor !.5 Tahun 2007 tenbng Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangarr Daerah (Lembaran Daerah'

lGbrrpaten KerinciTahun 2008 Nomor 6);

10.

11
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Dengan persehrjuan Bersama

DEWAN PERWAIGII}I RAKYAT DAERAH KABUPATEI{ KERT.ilCT

- dan

EUPATI KERINCI

MEMUTUSI(AN:

lleretapian:
PBATURAN DAEMH TEI{TANG RETRIBUSI PEI.AYANAN
EEIATAI{ DI LAEORATCRIUI! KESEHATAN DAERAH.

8AB r
KETEI{TUAN UMUM 

\

Pasal 1
Ilaidn ibratui'an Daerah iniyarrg Cimaksud dengan :

f Dryah adalatr Kahpaten Kennci.

Z Femerintah Daenh adalah BupaU. dan perangkat daerah sebagai
rrlsui' panydenggara pemerintahan daeiah. 

-

3 Bupati adalah Bupati Kerinci.

{ kFbat adalah 
. 
pegrauai i€ng diberi tugas tertentu dibidang

Reffibtsi Daerah sesrai dengin peraturari penrndang-undangan
ltang berlaku.

5 lrsfiansi reserraln *1.t, insensi perangkat daerah Kabupaten
l'.erinc yang trgas pokoknrc di bidang tesif.:atan.-

6 Kepala Instaru* Kesefratan )rang seranjutrrya diset,:t adarah
Kepala insfar,sf Keserrafian Kabupalen K.erinci.
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7 r,ffdbdum ti:s:laqn Daerah yang seranjubrya disebut Labkesdaeh laboratoriuin Kesehatan- Da-erah dbriil;t<erinci yangn-.prcan uprD bidang kesehatan di bawah irGnsi Kesehatan,4ri sanna 
_fgse$tan i:ang m.er.r,ranifrn"-pengukuran,

peffrapan dan 
- 
pengujian terhaJap rtra.- vung ierasat darimrda atau bahan bukan berasar dari manuii.-rit r, penentuan

iris penrakif penyebab penyakif kondisi k;;;; atau fakrorFq @at berpengaruh pada' resenatan 
=p"'ilr.ngun 

danrryafat-
t pffinn fee_natg.n adalah segala bentuk kegiatan pelay,ananffin )'ians diberikan teploa t9*ong ';;i;, rangkarerci, d'agnmis, pengobatan'aeu pelayanrn i*Jrt"n.
t E ihr' Halanan Kesehatan yang seranjutrrya dapat disebutftffud adalah. 

.pembayaran' atas pelayanan kesehatanLffiftrm Kesehatan Daer:ah.

ll -bis l{ebde pemerikaan adalahpmtsaan laboratorium kesehabn
oenggrnd€n alat laboratorium secaradlgF.

berbagai jenis metode
yang dilakukan. dengan
sedeitiana, sedang dan

:*ilte Fe'eriksaan sederhana adalah metocfe gremeriksaanErfrrilm keseharan yang ditakuLin aengu;;;9d;;aran alatborabtum yang banyak *unggunifin sistem rnanuar.
r*bde perner*saan sedang adarah metode pemer*saanbtrerriur' kesehatan yang aiiaruGn dengan menggunakan aratbtr&riumyangt'ngr..iritooup"reriksa-annp-ie'o"irr"tiiggilagi

einda metode pemeriksaan r.O.rfri*.
Hmde Femerilsaan Canggih aCalah. metode pernerikcaansratorium kesehatal yunf,i*.ku'; dengan menggunakan arat

ffi##:t#:ffitsrffi:n!'irci' n nvu ie"u'iil' fr res i ra s i

ffirlt;$iljr:rcns atau badan yans mencrapat rayanan



V.

15 surat Pendaftaran objek Rebibusi Daerah yang selanjutnya dapat
disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan deh wajib, Retribusi untuk melaporkan data objek Retribrsi dan waxb
F.eEibusi sebagai dasar perhihrr:gan dan pembayaran Reuibu$
yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retrihsi
Daerah.

16 Surat Ketetapan Rebibusi Daerah, yang selanjutrryra dapat
disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentubn
besamya jumlah ReUibusi yang teruiang.

17 Sui:at Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, )E$g
selanjuhya dapat disingkat SKRDKBI adalah surat keptrhrsan
yang mefientukan tambahan atas jurnlah Retribtsi yryE rdair
diteiapkan.

t8 9rrat setoran Retrihrsi Daei-ah, yang dapat disingkat ssRD ad#r
surat yang digunalon oleh wajib Retribusi unhlk rndakukan
pernbayaran atau penyetoran Rebibusi yang brubrg ke K.r
Daerah atau keempat pembayann lain yang drEtap*an defr
Kepala Daerah.

!.9 Surat Ketetapen Rebitrusi Daerah Lebih Bayar, l€ng *{aniuF;c
dapat dis:ngLat SKR.-;L8, adalah surat kqlhrsan i.ai-€
rnenenfukan jumlah kelebiharr pernbayaran Rebr'brrs tereno
jurr'-riah kedit Retibusi iebin ircsar daripada Rebih.st' )ang
inrutang atau tidak seharusrya terutang.

& suratragihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat esingbt
srRD, adalah surai untuk melakukan tagihan Rebihrsi ar abrr
sanksi adiministraS bei.upa bunga dan atau rienda.

T surat Kepuhrsan Keberatan adalah surat keplrtusar atas
keberatan tertradap SKRD abu dokumen lain ylangrripc:naka1
SKRDKBTdan SKRDI-B yrng diajukan oleh Wajib Rdibus--

n Paryidik tndak pidana di bidang iefibusi daerah aiaHr
lnngkaian Undakan yang Cilakukan oleh penyidik pegaynf
ilegeri sipil yang seianju'rnya dapat disetrut Fenyidik unt*
mencari serta raengumpulkan bukti yarg derqan h$di ihr
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illefnbuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang

te;loai sefta menemukan tersangka'

o,.ntrik adalah Pertyidik Pegawai Negeri Sipil yang dibert tugas
'"m&iuran penyidikan berdasarkan Peraturan Pqrundang-

urdangan Yang bedaku'

p{ryanan kunjungan rumah (hoqe pare) Labkesda adalah

odal/ananpemeriksaaniaboratoriumyangdilakukanoleh
ffi,1fu bbkesda Kabupaten Kerinci baik oleh petugas Analis

[*irAn, do6er, atau paramedis lainnya dengan mendatangi

;do' atau lokasi pengambilan sampel dengan penambahan

t*rYa transPorta$.

paiefr tldak mampu adalah pasien 'iang se6ra ekonomi tidak
';;p., 

membiayai pelayanan kesehatan di puskesmas dan

i#;d" raiirrpaten kednci ;'ang dibuKikan dengan kepcmiiiken

Irt, abu surat keterangan yang sah, atau gelandangan,

p.tgtte yang tidak mempunyai tempat tinggal. Ebp, atau

Lnfr"rni panti asuhan yang dijamin melalui'Penjamin sepeni

ffiruntai (Jaminan Kesehatan Masyarakat),' Jamkesmasda

gnnh"n Ksehaian Masyarakat), Jaminan Pemeliharaan

itgsenaan Masyarakat Miskin (JPKMM) atau dengan nama lain.

BAB II
NAMA, O9IEK DAN SUBJEK RETRTBUST

Pasal 2

nama Ret.ribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium

Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas

kesehatan di taboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 3

Restbusi adalah Pelayanan Kesehatarr di Laboratoriirm

Daerah KabuPaten Kerinci.
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, P"sal4

grbtsk Retrib"usi adalah orcng pi'ibadi, masyarakat atau badan yang

mendapatkan pelayanan kesehatan dari laboratorium Kesehatan

Daerah KabuPaten Kerinci.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

REtrih$i Pelavanan Kesehatan digolongkan kepada P.efribusi Jasa

Urrrn.

BAB IV

CARA ME]TGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tndd penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan
leseEtan dan tingkat metode p€i-rieriksaan labontorium kdsehatan
prgdgunakan.

BAB V

PRINSIP DAf{ SASARAII DAIA${ PEf{hTfiPAi{
STRUKTUR DAN BESARI{YA TARIF

Pasal 7

(f) Ririp dan sasaran dalam penetapan struKur dan besamya tarif
retdbusi dimaksudkan unh.rk menutupi blaya penyelenggaraan
peblanar+.--kesehatan antara lain biaya investasi sarana dan

Fastrana, biaya operasional cian pemeliharaan serta jasa
gehlBnan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat
dan aspek keadilan.
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r
IZI Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamyaI ' 63rif retribusr sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

untuk pelayanan laboratorium rujukan dari puskesmas maupun
dari pihak luar baik 1'ang berhubungan dengan penyakit
kesehatan masyarakat, check up dan lingkungan adalah unfuk
membiayai sebagian biaya penyelenggai'aan pelayanan ssuai
dengan kemamPuan masYarakat.

(3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar real unit
cast di Labkesda dengan memperhatikan kemampuan sosial
ekonomi masyarakat dan iarif Laboratorium Kesehatan
setempat lainnya serta keb'rjaksanaan subsidi pemei'intah

maupun subsidi silang (Cross Subsidr).

(4) Tarif pelayanan kesehabn yang dikenakan pada pasien dan klien
digrerhitungkan atas dasar jenis oelayanan pemeriksaan
laboratorium k-sehatan yang diberikan dan metode
perneriksaan yang ciilakuka n.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Suktrrr tarif digolongkan berdasar'ran jenis pelayanan
perneriksaan laboraioriurn kesehatan yanE diberikan dan
rnetode pemeriksaan yarlg diiakukan.

Eesaran tarif retribusi ditetapkan berdasarkan unit cost rnasing-
masing pelayanan.

Pasal 9

bis klayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah
XaUeaten Kerinci yang dikenakan tarif, meliputi:

pdayanan pemenksaa n xrologtr
pdayanan pemeriksaa n bakteiologi
pdapnan penieriksaa n pansitologi
pda;anan pemeriksaan k:mia klinih

(t)

(2)

a

b,
c.
d.
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r
€:. pdaDrianan pemeriksaan hematologi

t- pd@nan pemeriksaan urinalis4

g ffirrrn pemerikSaan bahan narkoba, psikotropika, zat adiktif' Br @Ping (naPza);

rr perrerilcsaan tokikologi dan

t pd4nan pemeriksaan kimia lirtgkungan (air, padatan, tanah,- -rfta, 
dan bahaii lainnYa).

Pasal iO

(fl Hl'anan pemeriksaan serologi sebagaimana dimaksud dalam- 
Pasal t huruf a adatah pelatanan kesehaian dalam bentuk
pemerifsaan laboratorium yang -berhubungan dengnn penya kit
ilnrr (penurunan kekebalan tubuh).

fiD Felaranarr pemeriksaan bakteriologi sebagaimana dimaksud
ffin hsal t huruf b adalah pelay"anan kesehatan dalam
ffi* pemerikaan laboratorium yang berhubungan dengan

- btrbqni kuman penyakit. . \
pl Eiranan pemeriksaan parasitologi sebagaimana dimaksud

&n Pasal t huruf c adalah pelayanan kesehatan dalam
bent* pemerik-an laboratorium yaiig berhubungan dengan
berbagai penyakit parasit.

*O rcyanan penneriksaan kmia klinik sehagaimarra dimaksud
d&n ksai t huruf d adalah pelayanan kesehatan dalam
ffi* pemeriksaan laboratorium kimia yang bernubungan
efr berbagai penyakit dan gangguan dalam tubuh manusra.

m ,ffisr pemeriksaan hematologi sebagaimana dimakud
de'n Pasal t huruf e adalah pelayanan kesehatan dalam
ffi* oemeriksaan laboratorium yang berhubungan denga;.1

ffigai penyakit dan gangguan pacia tubuh manusia.

f,l &1qnn pemeriksaan urinalisa sebagaiman: dimaksud datam
9asai t huruf f adalah pelayanan kesehabn dalam bentuk
pne*ean laboratorium yang berhubungan dengan berbagai
peqpkten gangguan daiam (udn) air seni manusia.
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r
,rrr ftgEnan pemeriksaan bahan narkoba, psikotropika, zat adiktif
r" aar'dopping (napza) sebagaimana dimaksrud dalam Pasal 9

l-",rf g adalah p€layanan kesehatan dalam bentllk pemeriksaan

ii|ramrium yang berhubungan derrgan berbagai bahan/zat

nafotit t penggunaan obat-obatan terlareng termasuk obat-

o"an jenis psikotropika, penggunaan zat adiKif lainnya dan

i.tir obatobatan dopping vang dapd melgakibatkan'

fu1. gantungan ataupun kecanduan at-zat tersebut sehingga

@ merusak hrbuh dan gangguan syard manusia bahkan

d4tr menYebabkan kemaUan.

!! plglafanan pemeriksaan toksikologi Tbagaimana dimaksudrF' 
d"b;" pasal 9 iruruf n idatatr -pdayanaii. kesehatan daiam

66tk pemeriksaan laboraioriurn 1rAng berfrubungan: dengan

bsbagaizat racun dalarn f.ibuh mangsia (spsimer manusia).

tn tqanan pemeriksaan kimia lingku4an sebagaimanaF' fig(gd dalam Pasal t huruf i adalah pebyanan kesehabn

&n benfuk pemeriicsaan laboratorium lang berhubungan

dryt berbagai zat lang berada di lingkngn, baik pada zat

*, padatah, tanah, udan dan bahan lainnp.

@f freoner dan bsaran tarif pelana,ran pemeriksban kimia- - 
frEkngan rnslipirU jas;a sarana dan iesa Pelalenan.

$tt niriut tarif pelayanan pemeriksaan kima lingkungah per- - ldegod sebagaimana tercanhrm oerda Luttpiran Peraturan

IFa'i ini.

BAB VII
WII.AYAH PE]I{UNGUTAH

Pasai 11

m ffi!€h Pemungutan Reiiibusi adaiah Cierah I'abupaten
fsixi.

fll Fhrsi di tempat penyednan pdayanan kesehatan melalui

ka* selah pelaianan selesal Cilaku*an.
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A) Re{ribusi yang terhutang dipungut di ternpat penyediaan,-' 
p:layanan kesehatan diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal !.2

{l) Ftsrnungutan Retribusi tidak diborongkan.

(Zt Refrthrsi dipungut langsung oleh Saiuan Kerja Perangkat

(3) Setbp panungutan/penerimaan Retribusi tanda te:'ima/bukti
panbryaran yang sah, yang bentuknya ditetapkan dengan
fepurusan BupaU.

f0 tiirsl perntngubn reffibusi dlsetor ke Kas Daerah dalam jangka
rriJu 1 x 24 jam tembusan disampaikan kepada Dinas
krdapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
lGrrrrci.

ffi1 Sanw: lGrja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2)
ctmpkan dengnn Keputr.rsan Bupatr.

Pasal 13

ryffih dgeridan rujukarr oelayanarr penreriksaan laboratorium
knaar ke Propinsi rnaka tidak terkena pembayaran Reuibusi,
hrrdfi harrf &enakan biaya pengiriman sampel.

BAB f,X

SAN!(Si ADMIITISTRASI

Pasal 14

llhr fd waF Retribusitidak nrembayar tepat pada waktunya atau
htrlrg nnfilleya4 dikenakan sanksi adminisfiasi berupa bunga
s hrcr Z% (ci.e persen) setiap bulan dari Retribusi yang ierucang
ftnn hraq &afar atau ditagih dengan menggunak-an STRD.



BAB X

TNTA CARA PEMBAYAR^AN

Pasal 15

(U Pembayaran Retribusiyang terhutang harus dilunasi sekaligus.

fZ) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15

(frna belas) hari dari sejak diterbitkannya SKRD, SSRD,

SKRDKBT dAN STRD.

f$ Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran
Rd.rbusi Clah:r Cengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAI{

Pasal 16

(t) fterrbui terutang berdasarkan SKRD, SKRD'KB, SKRDKBI
STRB, Surat Keputusan Pembehrlan, Surat Kepufusan
Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kiirang bayar
trh rvajib' F.effbusi pada',vaKunya dapat ditagili deiigan sui'at
Feisa.

[Z] hagiftan R-etribusi dengan surat Paksa dilaksrnakan
berdasa r ka n preralurcn perunda n g- u ruia n gan yang berl a ku.

BAB )CI
KEBERATAN

Pasl A7

$l ${dtb ReUibusi dapat mergajukan keberatan hanya keoada
Srpdi atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan SSRD,
9CDlCrf, dan SRKDI-B.

fq Keberatan diajukan secarEt teftr.rlis dengan disertai alasan-
*ean yrang jeias.
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Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas keietapan
re.tribusi, Wajib Retribusi harus dapat nnernbur:tikan
ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan
*jak hnggal SKRD atau dokumen iain yang dipersamakan,
SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib
Re*ribusi teftentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka
rmktu rtu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
l<ekrlasaannya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagairnana
*naks.*d pada avat (2) dan ayat (3) tidak- dianggap sebagai
grrd keberatan, seh i n gga tida k dipertimbangkan.

krgajtran keberatan Udak menunda kewajiban membayar
ffiib.lsi Can pelaksanaan penagihan Rel'ibusi.

Pasat 18

epdi datam jangka waktu paling lama 6 lenain; bulan sejak
ftggd surat keberatan diterima harus memberi kepufusan
G l€berabn yang diajukan.

f,ephen 9upati atas kcoeratan ciapat trerupa r,1(:tt(:tiilia
sAn*rrlfia a'rau sebagian, menoiak atau menarnbali besainya
ltfrftd yang teruEng.

fpbfa janglc waktu sebagaimana dirnaksua pada al,ai (l)
UHt lewdt dan Bupati tidak memberikan suatu kepulusrlr,
Hentan png diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII
PEilGEIII 3ALIAT{ KELEBT HAN PEiIi BAYAR.F. i{

Pasal 19

e He$han pembayaran Retribusi, wajib Rebibusi dapat
mryaifan pennohonan pengembalian kepada Bupati.
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rydi dalam jangkg waktu paling lama 6 (enam) bulan sejakeinaqa permohonan kelebihan pembayaran Retribusi
r*srnnana )qng dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
Xrpnsan.

;pnfft jangka waKu sebagaimana dimaksuC pada ayat (2)
dr darnpaui dan Bupati tidak memberikan suat'.r kepufusan,

pengembalian kelebihan retribusi dianggap
ffisan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
Fg bna I (saht) bulan.

fxffi r€tb Retr'busi mempunyai utang rebibusi lainnya,
lffirm pemba-vaen Retribusi sebagaimana dimaksud-+ada
{d (l) largsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dftft rilang Rebibusi tersebut.

nnpnuann kefebihan pernbayaran F.eirfbusi sebagaimana
ffirr pada ayat (1) dilakukan dalam jangka wa*tu paling
ka 2 (dni h.rlan sejak diterbitkannya SKRDLB.

ffi pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi&Jan sdah lewat jangka waKu 2 (dua) bulan, Bupati
rrymrsten imbalan bunga sebesar zo/o (dua persen)-sebulan
alar hrlanbatan kelebihan Ret_ilbusi.

Pasal 2O

Mrran pengembalian kelebihan oernbayaran diajukan,ff-a BU.db kepada Bupati dengan sekurang_kumngnyaqchdan:
rnn dan ahmat Wajib Retribusi;
rcl Refrilxrsi;
krrya kdebihan pem bayaran;
*san yang singkat cfan;-elas.

Mnnm pengembaiian keiebihan pembayaran Retribusi@alan secra langsung atau melarui pos tercatat.
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(3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman
pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterirna oleh
Bupati.

Pasal 21

Fengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan
nrenerbitlca n srrat peri ntah mem baya-r kelebi han Retri busi .

Apabila keleb{tran pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan
dang rebibusi lainnya, sebagaimana dimaksud daiam pasallg
af'f.. (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindaihukuan
&ri hrkb' pe+nindahbukuan juga berlaku' sebagai bukti
Foiiba'!@ran.

BAB XrV
KERTNGANAil / PEtrt BEBASAN

Pasal 22
eTfr dapat memberikan Dengurangan, keringanan cjanpnteOasan R€Sibusi. -.

ryT peqgurangan atau keringanan, s.eLragtrilr:i;nadqlgrd p,ada ayat (t) dengan memperhatikan kenr"alnpran
S nemu* antara lain unfuk mengangsur.
mmgreryr', kei'inganan dan pembebas-ari lir:trilirrsi
Srym9na yang dimaksud pada ayat (1) antara lainffan kepada maqyarakat yang ditimpa bencana alam danrf Eus;han-
eftE arggota Veteran, cacat veteran, perintiskrir;zlor tEng dury! menun;ukkan Bukti Xartu Anggot nyupl ;rasih b,.:'iaku, dibebaskan dari Rel,ibusi penie'riksaanfih.t nun kesehaban di labkesda Kabupaten rerirc.-- -

(r)

fll

irl

fJI

m

m
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ggtffi atau masyarakat yang tidak mampu yang

rfreduitan pemeriksaan laboratorium kesehatan dapat

kaiukan pennohonan pembebasan dari retribusi kesehatan

W Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten

fu dangan mclampii-kan Karty SehaVkatu jaminan

EJr"an lainnya yang dikeluarkan oleh lamkesmas/

Ir*esrndda/lPKMM.
nrroeria yang kurang/tidak mampu sebagaimana dimaksud

&" a)€t (2) setelah mendapatka n ruj u kan dari R rskesmas.

llgi pendefita kurang/tidak mampu sebagaimana dimaksud

ffi ay-dt {2} pasa! in! harus menyerahkan Kartu SehaVkart-t

5drst tas*ratan lainnya selambat-lambatnya 2 x 24 jam
-#t 

Penderita dirawat.

lFb ga perEurangan, keringanan dan pembebasan Rein'busi

@t defr Peraturan BuPati.

BAB XV

TGDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

t* .**. r;reiakukan penagihan Retribusi kadaluii-sa setelah

ffiq31t iyqka watcht 3 (tiga) tahun terhiturg sejak saat

milanSqra Refiibusi, kecuali apabila wajib Retribttsi

ffiuua: [rdak pldana di bidang Retribusi.

[!Esa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

# {r} Ertang$h aPabila :

c. ffilan surat teguran; atau

& :# prrgaban utang Retribusi dai'i wajib Retibusi baik

nngrync rnaugln ticlak langsung.
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BAB )O/I

PEI.IB;AYAAN

Pas'll24

fraya pdayanan kesehatan di Laboi'atorium Kesehatan Daerah
finrg{frt{l bersama oleh Peme:intah dan masyarakat.

gffter pembiayaan pelayanan pemeriksaan laboratorium
nereftam di Laboratorium Kesehatan Daerah dari penerimaan
figIfud Laboratorium Kesehatan Daerah, bantuan
nnritrt mdalui subsidi, dan donatur/hibah.

BAB )OfiI
PENERIMAAN

Pasat 25

Rdrtud pelayanan pemeriksaan labo-1atorium kesehatan
d Lfuratorium Kesehatan Daerah. \

BAE )OfiII
KETENTUAI{ I.F.IN.I.AIN

Pasal 26

ffiEnCa lffins Kesehatan dapat mengadakan. lu:;.iasriniti
ffiryF,,,,,,,,,,,,,,r Eaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli cjari luar
rut, knkan pelayanan pemeriksaan laboratoriumLdrfr d bboratorium Kesehatan Daerah daiam rangka
nnfl*an muhr pelayanan dengan tarif yang sesuai
erFr kr&.ran sefta Perundang-unCangan.

trEpeb In*zrsi Kesehatan ,japai mengadakan keqasama
deqgr ptrd< ketiga unh.rk melakukan upaya-upal,a perbaikan
M5, dan meningkatkan muft pelayanarr pemeriksaan
ffiftrn kesehatan kepada masyaraka! asal tidak
h'ttrtangan dengan Perafu ra n serta Penincian g-ucia n ga n ya n g
ffior dan harus mendapat persetujuan dari Bupati.
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F.
'r^ ftia|anan peserta Askes dan Sadan Penyelenggara (Bapel)
VI ;-t * iain akan diatur dengan SUnt Perjanjian tersendiri antara

'Ji. 
nSXfS abu Bapel Askes dengan Pemerintah Daerah sesuai

dg/wn tefaalran yang bei"iaku.

BAB XD(
KETEi{TUAN PENUTUP

Pasp,l27

Mr;,d y6E bdum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

;;.g# elol6 peiaksanaannya ,jiatur lebih lanjut dengan

Frdqilr B.pdi'
Pasal 28

J-

imrrul||ill tE,afi ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.

m* g trang mengetahui, memerintahkan pengundangan

,ffiru,m tbtfdl ini dengan penempatannya dalarn Lembaran

.MXeP*n Kerinci'

DitetaPkan cli .sungai Penuh

Pada tanggal 25 Mei 2009

BUPATT KERTNCT/.
dto

H. I.IURASMAN

: frDffiruffiEf;en di Sungai Pentth

, @wrygai 2 luni 2009

i FflFls DAERAH KERTNCI,

&
ll.MTXARI

I,EIBARAil DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2OO9 NOMOR 10

I
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